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ABSTRAK 

 

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-I/2003 terhadap 

Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia  

 

Tujuan awal didirikannya Komisi Penyiaran Indonesia adalah untuk menjadi lembaga 

independen yang dapat mengawal penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Namun 

Undang–Undang no. 32 tahun 2002 yang menjadi dasar penderian lembaga tersebut 

diujikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 

kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia tersebut justru harus dihilangkan karena 

seharusnya kewenangan tersebut mutlak hanya bisa dimiliki oleh pemerintah pusat. 

Oleh sebab itu maka dengan dikabulkannya permohonan judicial review tersebut 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-I/2003, kewenangan, 

kedudukan, tugas, fungsi, serta produk hukum yang dihasilkan oleh Komisi Penyiaran 

Indonesia menjadi dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan tujuan negara Indonesia 

di era reformasi ini.  

 

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, judicial review, Komisi Penyiaran 

Indonesia, Lembaga Independen 
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ABSTRACT 

 

Consequences Of Constitutional Court Resolution Number 005/PUU-I/2003 to 

The Existence Indonesia Broadcasting Comission 

 

The original purpose of the establishment of the Indonesian Broadcasting Commission 

was to become an independent institution that could oversee the management of 

broadcasting in Indonesia. But act no. 32 of 2002 which became the basis of the 

institution's assessment was reviewed to the Indonesia Constitutional Court. The 

Constitutional Court declared that the authority of the Indonesian Broadcasting 

Commission should be eliminated because only the the central government which 

could have this authorithy. Therefore, after Constitutional Court approved the judicial 

review in the Constitutional Court Resolution number 005 / PUU-I / 2003, the 

authority, position, duties, functions and legal products produced by the Indonesian 

Broadcasting Commission becomes questionable whether it is in accordance with the 

objectives of the Indonesian state in This era of reform. 

 

Keyword: Constitutional Court Resolution, judicial review, Indonesia Broadcasting 

Commission, Independent Institution  
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setelah berakhirnya rezim Orde Baru dan masuk kepada Orde 

Reformasi, salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia adalah penguatan 

kembali seluruh ciri negara hukum. Seperti yang terdapat Pasal 1 ayat (3) Undang 

– Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945), dengan sangat jelas 

dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum.1 Scheltema, merumuskan 

pandangannya tentang unsur -  unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, 

yakni salah satunya adalah Pegakuan, penghormatan, dan perlidungan Hak Asasi 

Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia. 2 

Pengejawantahan pengakuan terhadap hak asasi manusia ini dituangkan 

ke dalam UUD 1945. Adapun salah satu hak asasi yang perlu dilindungi adalah  

Hak asasi atas informasi seperti yang dilandasi dalam UUD 1945 pasal 28F yang 

mengatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia”. 

                                                 
1 Undang – undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (3) 
2  B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, Jurnal Jentera edisi 3 

Tahun II, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2004, hlm. 

124-125 
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Menilik kembali bahwa Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan yang 

namanya kebebasan pers ini pada Orde Baru seakan – akan sangat dikekang oleh 

Pemerintah Indonesia. Sejarah memperlihatkan Pemerintah berhasil membentuk 

persepesi publik lewat pengaturan yang ada hanya untuk melanggengkan 

kekuasaan para pemangku jabatan. Oleh karena itu, masyarakat menuntut untuk 

mengadakan yang namanya pembaharuan terhadap demokrasi. Demokrasi yang 

artinya segala bentuk kebijakan yang ada harus dikembalikan lagi kepada rakyat 

salah satunya adalah untuk mendapatkan informasi yang benar, terbuka, dan 

terpercaya tanpa perlu adanya pengekangan dari pemerintah kembali lagi seperti 

apa yang tertuang dalam UUD 1945. Proses demokratisasi di Indonesia 

menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. 

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 (selanjutnya akan disebut UU 

Penyiaran) merupakan dasar utama untuk memunculkan sebuah semangat baru. 

Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik 

harus bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. 

Namun pada tanggal 26 Februari 2003, sekelompok pihak yang bergerak 

di pihak penyiaran yakni terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan 

Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Persatuan Perusahaan Periklanan 

Indonesia, Assosiasi Televisi Siaran Indonesia, dan Persatuan Sulih Suara 

Indonesia mengajukan permohonan untuk menguji UU penyiaran kepada 

Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 

Pemohon mengganggap bahwa sebagian besar pasal yang terdapat dalam UU 

Penyiaran memiliki unsur politik hukum yang menghambat hak masyarakat untuk 

mendapatkan informasi dan mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di 
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bidang penyiaran.3 Salah satu pasal yang diujikan adalah pasal 62 ayat (1) dan (2) 

yang berisi,  

“1) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama 

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), 

Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat 

(3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), 

Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah.” 

“2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah 

selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah” 

 

Dalam pasal yang diujikan oleh pemohon, akan terlihat bahwa pasal 

tersebut berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran 

Indonesia (yang selanjutnya akan disebut KPI). Adapun kewenangan yang 

dimaksud adalah mengenai kewenangan KPI untuk membentuk ketentuan 

lembaga penyiaran publik, pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran, tata 

cara dan persyaratan izin, pedoman kegiatan peliputan, pelaksanaan sistem stasiun 

jaringan serta pemberian sanksi administrarif. 

Pemohon menganggap kewenangan yang dimiliki oleh KPI untuk 

membentuk ketentuan – ketentuan kegiatan penyiaran terlampau besar karena 

ditakutkan akan mengembalikan ke keadaan di era Orde Baru yakni era ketika 

kemerdekaan pers di bidang penyiaran sulit sekali untuk didapatkan dan 

pemerintah selalu mengintervensi kegiatan penyiaran. 

                                                 
3 Putusan Mahkamah Koonstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, bagian kesimpulan 

pemohon butir a - k 
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Hingga pada tanggal 28 Juli 2004, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 

putusan Nomor 005/PUU-I/2003 (yang selanjutnya akan disebut Putusan MK). 

Dalam Putusan MK tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 

para pemohon untuk sebagian yang isinya adalah terkait kewenangan dari KPI 

yang diberikan oleh UU Penyiaran. Kewenangan KPI yang pada awalnya 

diamanatkan oleh UU Penyiaran adalah untuk membentuk ketentuan–ketentuan 

terkait kegiatan penyiaran bersama pemerintah, dianggap inkonstitusional apabila 

dalam frasa tersebut pihak KPI tidak dihilangkan. Frasa tersebut baru dianggap 

konstitusional dan memiliki apabila ketentuan-ketentuan penyiaran hanya dibuat 

oleh satu pihak saja yakni pemerintah. Hal ini dapat terlihat dengan jelas di dalam 

putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan apabila frasa yang 

terdapat di dalam 62 ayat (1) dan (2), dimaknai dilakukan bersama dengan KPI, 

maka hasilnya akan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena 

bertentangan dengan UUD 1945.  

Seperti yang dikatakan di atas, awalnya UU Penyiaran merupakan 

bentuk realisasi pembaharuan hukum dan dasar utama untuk memunculkan sebuah 

semangat baru. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang 

merupakan ranah publik harus bebas dari campur tangan pemodal maupun 

kepentingan kekuasaan. Pembaharuan perlu adanya suatu pembaharuan hukum 

yang dapat memaksmimalkan penghormatan terhadap kebebasan pers ini 

mengingat bahwa informasi merupakan salah satu instrumen yang paling dapat 

mempengaruhi persepsi serta dapat merubah paradigma dalam masyarakat.4   

                                                 
4 Renny N.S. Koloay,  “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi 

Informasi Dan Komunikasi”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 no.5, Januari 2016 



 5 

Bukan dari segi peraturan perundang–undangan saja, perkembangan 

sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, pasca reformasi, menuntut semua 

lembaga negara melakukan pembenahan menuju sistem pemerintahan yang baik 

(good government).5 Bahwa untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah yang 

berlandaskan pada system pemerintahan yang baik, khususnya di bidang 

informasi, perlu dibentuk lembaga penunjang yang lebih dikenal dengan nama 

state auxiliary organs, atau auxiliary institutions sebagai lembaga negara yang 

bersifat penunjang.6  

Dalam kaitannya dengan KPI, pembentukan lembaga-lembaga 

independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan 

pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan 

pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan 

semakin efisien dan efektif. Itulah yang menjadi latar belakang dibentuknya KPI 

guna menunjang kinerja pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan–kebutuhan 

masyarakat khususnya dalam bidang pers. KPI juga sebagai bentuk perwujudan 

komitmen dari pemerintah untuk tidak mengintervensi pengelolaan sistem ranah 

penyiaran yang sarat akan kepentingan pemangku kekuasaan.  

Hal tersebut jugat senada dengan yang dikatakan oleh Cornelis Lay7, 

bahwa kelahiran komisi-komisi negara, setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal 

berikut: pertama, keresahan negara terhadap ketidakpastian dan dan kealpaan 

perlindungan individu dan kelompok marginal, dari despotisme pejabat publik, 

                                                 
5 M. Solly Lubis, “Hukum Tata Negara”, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 134 
6 Jimly Asshiddiqie, "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", 

Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 8 - 9 
7 Cornelis Lay, “State Auxiliary Agencies”, Jurnal Jentera Edisi 12 Tahun III, Jakarta, 2006, 

hlm. 11 - 12 
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mauupun warganegara yang lain; kedua, mencerminkan sentralitas negara sebagai 

otoritas publik, dengan sebuah tanggung jawab publik yang besar; ketiga, 

merupakan sebuah produk evolusi yang sifatnya incremental dan komplementer, 

terhadap organ-organ kekuasaan yang hadir terdahulu, yang merupakan hasil 

pemilihan gagasan trias politica. 

Dengan dikeluarkannya putusan MK tersebut fungsi awal yang ditujukan 

dengan pendirian KPI ini tidak akan berjalan maksimal dikarenakan sebenarnya 

bentuk lembaga independen ini adalah sebagai lembaga penunjang yang memiliki 

fungsi mix function. Lembaga tersebut memiliki fungsi untuk fungsi-fungsi 

regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi 

justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.8 

Mengapa perlu adanya suatu lembaga yang memiliki fungsi campuran 

(mix fuction) dan bersifat independen? Hal ini kembali lagi kepada tujuan 

pembaharuan hukum di bidang penyiaran, dalam hal fungsi regulatif, sebagai 

lembaga independen yang bukan berasal dari pemerintahan dan bukan berasal dari 

orang – orang media masa yang sarat akan kepentingan ekonomi,  KPI bisa 

menjadi regulator yang bisa membuat regulasi bersifat netral tanpa memihak 

kepentingan-kepentingan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi. Untuk fungsi 

administratif pun perlu diberikan kepada KPI karena, KPI yang dapat menilai 

apakah suatu lembaga penyiaran layak atau tidak untuk memperoleh ijin 

menjalankan kegiatan penyiaran. Setelah diberikan ijin untuk melakukan kegiatan 

penyiaran dan ternyata penyelenggaraan penyiaran tersebut menyalahi atau 

                                                 
8 Ibid, hlm. 9 - 20 
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melanggar aturan dari regulasi yang sudah dibuat, KPI perlu diberikan fungsi 

penghukuman untuk mencabut ijin penyiaran. Kembali lagi seperti yang dikatakan 

dalam pargraf sebelumnya mengapa KPI perlu diberikan fungsi penghukuman, 

mengingat penyiaran merupakan salah satu instrumen yang paling dapat 

mempengaruhi persepsi serta dapat merubah paradigma dalam masyarakat, maka 

perlu ada penegakkan hukum yang sigap berupa pencabutan ijin agar persepsi 

masyarakat tidak terlanjur terkontaminasi dengan pemberitaan informasi yang 

salah.  

Lalu setelah dikeluarkannya putusan MK yang mengganti pasal 62 ayat 

(1) dan (2) pada UU Penyiaran, akan terlihat bahwa fungsi yang dimiliki oleh KPI 

ini menjadi berubah, lembaga independen ini menjadi tidak memiliki fungsi 

legislative dan regulative. Dalam hal fungsi administrative-eksekutif dan fungsi 

ajudikasi pun menjadi tidak dimiliki oleh KPI. Akan terlihat bahwa permasalahan 

muncul dikarenakan ada perubahan terkait kewenangan dan tugas dari KPI yang 

tidak sejalan dengan tujuan awal dibentuknya KPI.  Karena mulai dari ketentuan 

lembaga penyiaran publik, pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran, tata 

cara dan persyaratan izin, pedoman kegiatan peliputan, pelaksanaan sistem stasiun 

jaringan dan pemberian sanksi administrarif, semuanya dikembalikan kepada 

pemerintah.  

Ketika mebahas mengenai das sollen, tentu seharusnya bisa berjalan 

efektik sesuai dengan das sein. Putusan MK ini juga berakibat terhadap efektivitas 

dari produk hukum KPI. Fakta yang terdapat dalam masyarakat saat ini justru 

memperlihatkan putusan MK ini sangat berdampak terhadap kebebasan pers yang 

di Indonesia. Tujuan yang terdapat dalam UU Penyiaran adalah untuk 
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memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang 

beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, 

demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. 

Penulis melihat fungsi dan tujuan yang terdapat dalam UU Penyiaran ini belum 

bisa terwujud dengan baik. Semangat reformasi yang pada awalnya adalah untuk 

memberikan kebebasan pers yang dapat meningkatkan penyelenggaraan penyiaran 

malah berdampak kontraproduktif. Justru dewasa ini kebebasan pers menjadi tidak 

terkendali. Ketika pers memaknai kebebasan secara berlebihan, membuat 

pemberitaan tidak terkontrol lagi sehingga berita bohong dan fitnah dianggap 

sebagai hal yang biasa. Kondisi demikian membuat pers seperti kuda yang lepas 

dari kandang, dengan menabrak dan etika.9 Perkembangan pada dunia pers 

sekarang dinilai telah menerobos sekat – sekat yang ada demi memenuhi selera 

konsumen walaupun hal ini bertentangan dengan koridor – koridor yang terdapat 

dalam UU Penyiaran sehingga menghasilkan pers yang kebablasan.10  

Seperti contoh adalah kasus terkait pelanggaran kampanye pemilihan 

umum yang melanggar materi jurnalistik. Koordinator Bidang Pembinaan dan 

Pengawasan KPI mengatakan bahwa Siaran TV One dan Metro TV yang paling 

banyak diadukan masyarakat.11 Dari 22 temuan dugaan pelanggaran penyiaran, 11 

siaran adalah pelanggaran materi jurnalistik. Pelanggaran ini terjadi karena tidak 

adanya proporsionalitas dalam pemberitaan yang disiarkan. Pelanggaran soal 

                                                 
9Hamdan Daulay, “Jurnalistik dan Kebebasan Pers”, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016 
10Jakob Oetama, “Pers Indonesia”, Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 360 - 366 
11https://m.tempo.co/read/news/2014/07/06/269590889/siaran-tv-one-dan-metro-tv-paling-

banyak-diadukan, diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 

https://m.tempo.co/read/news/2014/07/06/269590889/siaran-tv-one-dan-metro-tv-paling-banyak-diadukan
https://m.tempo.co/read/news/2014/07/06/269590889/siaran-tv-one-dan-metro-tv-paling-banyak-diadukan
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proporsionalitas ini bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran. Dari salah satu kasus ini memperlihatkan tujuan yang terdapat 

dalam UU Penyiaran tidak dapat berjalan dengan semestinya.  

Penulis melihat bahwa permasalahan mengenai perubahan kelembagaan 

KPI ini menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah tidak bisa sigap karena tidak 

memiliki lembaga penunjang yang dapat menjadi perpanjangan tangan untuk 

menyelesaikan permasalahan kebebasan pers ini.  Penulis ingin mengkaji dampak 

dari Putusan MK terhadap eksistensi atau keberadaan dari KPI yang bisa 

memperlihatkan perubahan dari kedudukan dan fungsi KPI, kewenangan dan 

tugas KPI, serta produk hukum KPI. 

Berdasarkan seluruh penjabaran masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: 

“KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

005/PUU-I/2003 TERHADAP EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN 

INDONESIA” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun inti dari permasalahan yang ingin dikaji dan ingin ditemukan jawabannya 

oleh penulis ialah: 

1.2.1 Bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-

I/2003 terhadap kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia? 

1.2.2 Bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-

I/2003 terhadap kedudukan dari Komisi Penyiaran Indonesia? 
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1.2.3 Bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-

I/2003 terhadap fungsi, tugas, dan produk hukum dari Komisi Penyiaran 

Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Melihat dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan hendak ditemukan 

jawabannya oleh penulis, maka adapun tujuan dilakukannya penelitan ini ialah: 

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 005/PUU-I/2003 terhadap kewenangan dari Komisi Penyiaran 

Indonesia. 

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 005/PUU-I/2003 terhadap kedudukan dari Komisi Penyiaran 

Indonesia. 

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 005/PUU-I/2003 terhadap fungsi, tugas, dan produk hukum dari 

Komisi Penyiaran Indonesia. 

 

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Melihat dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan hendak ditemukan 

jawabannya oleh penulis, maka adapun manfaat dan kegunaan penelitan ini ialah: 

1.4.1 Manfaat teoritis: Guna menghasilkan pemikiran- pemikiran baru yang 

dapat menjadi alternatif solusi bagi permasalahan yang dirumuskan serta 

menjadikan pemikiran baru tersebut sebagai salah satu langkah yang 

mungkin dapat membuat perubahan kearah yang lebih baik, terutama 
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dalam hal membentuk suatu sistem pementukan perundang-undangan 

yang lebih baik di masa depan. 

1.4.2 Manfaat pragmatis: sebagai salah satu kewajiban untuk menyelesaikan 

program strata satu pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik 

Parahyangan. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Spesifikasi Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam 

melakukan penelitian adalah metode yuridis normatif. Dalam artian 

penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, 

sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang 

telah ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan suatu 

bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan undang-

undang, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.12 

 

1.5.2 Metode Pendekatan 

Untuk melengkapi metode yuridis normatif yang akan 

dilakukan, penulisan hukum ini juga akan ditopang dengan 

bantuan metode pendekatan: 

1.5.2.1 Yuridis sosiologis 

                                                 
12 Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum normatif, cetakan IV, (Jakarta: Radja 

Grafindo Persada, 2001), hlm 14. 
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Pendekatan ini dibutuhkan karena objek kajian merupakan 

fenomena sosial yang perlu ditelaah lebih lanjut melalui sudut 

pandang hukum. 

1.5.2.2  Historis 

Pendekatan historis digunakan untuk menguraikan awal mula 

terjadinya masalah hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. 

 

1.5.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian 

adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan 

dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang 

berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan 

hukum.  

1.5.3.1 Studi Kepustakaan Primer 

Undang-Undang Dasar, seluruh Undang-undang maupun 

peraturan perundang-undangan yang terkait 

1.5.3.2 Studi Kepustakaan Sekunder 

Seluruh buku- buku dan jurnal yang terkait dengan objek 

penelitian 

1.5.3.3 Studi Kepustakaan Tersier 

Website ataupun kepustakaan online lainnya seperti website 

lembaga- lembaga negara yang terkait. 

 

1.5.4 Metode Analisa Data 
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Metode analisa yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode 

analisa deskriptif, dikarenakan sifat dari penelitian ini murni ilmiah 

yang akan menjelaskan secara deskriptif analitis mengenai 

permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini untuk ditarik kesimpulan 

secara deduktif. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagi 

berikut:   

1.6.1 BAB I: PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi uraian awal mengenai Latar Belakang Masalah Hukum 

yang mendasari pentingnya diadakan suatu penelitian, kemudian terdapat 

pula bagian identifikasi, Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan 

Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

 

1.6.2 BAB II: KOMISI PENYIARAN INDONESIA 

Bagian ini berisi uraian teori yang hendak menjelaskan, bagaimana latar 

belakang munculnya lembaga independen yang salah satu contohnya 

adalah lembaga independen di Indonesia bernama Komisi Penyiaran 

Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan pula rangkaian sejarah menegnai 

penyiaran di Indonesia dengan tujuan untuk memperlihatkan urgensi 

dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia beserta kedudukan, fungsi, 

tugas, serta wewenang dari Komisi Penyiaran Indonesia.  
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1.6.3 BAB III: TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 005/PUU-I/2003 

Dalam tahapan ini akan diuraikan mengenai latar belakang beserta alasan 

mengapa para pemohon mengajukan Undang – undang no. 32 tahun 2002 

tentang Penyiaran untuk diujikan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah 

Konstitusi.  

 

1.6.4 BAB IV: KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 005/PUU-I/2003 TERHADAP EKSISTENSI KOMISI 

PENYIARAN INDONESIA 

Dari uraian yang telah dipaparkan dan diteliti di dalam Bab I, II, dan III, 

maka akan ditarik sebuah intisari bahwa dengan dikeluarkannya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2013 berdampak terhadap 

keberadaan atau eksistensi dari Komisi Penyiaran Indonesia yang 

mencakup mulai dari kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, serta 

perubahan produk hukum yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia. 

 

1.6.5 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Kesimpulan didapatkan dari hasil elaborasi antara fakta-fakta, 

data serta analisis dan doktrin dari ahli yang terkait sehingga mendapatkan 

suatu opini hukum yang layak untuk dipublikasikan demi kepentingan 

masyarakat. Adapun dalam bab ini memuat saran pribadi dari penyusun, 
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yang dimungkinkan berasal dari pengalaman setelah meneliti ataupun 

pengaruh dari doktrin para ahli. Namun yang pasti adanya bab ini 

merupakan bagian akhir dari perjalanan penelitian. 
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